
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 - 8 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : I (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbalg : a. bahwa untuk melaksanakan ketentual Pasal 315
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire
tentang Anggaran Pendapatan ddn Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dar. Rancangan Peraturan Bupati
Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 wajib dievaluasi
oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaral 2023, perht dievaluasi
agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
rencana kerja pemerintah daerah, Kebijakan Umum
APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi
Rancangan Peratural Daerah Kabupaten Nabire tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggalan 2023;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta-hun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679],;
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8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2O 19 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20 19 tentang
Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43);

12. Peraturan Pemerinta-h Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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15. Peratural Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daera-h (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 20 18 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangaa Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggzrraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O4l);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrati Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2072
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O12
Nomor 754);
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2027 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2 1 Nomor 91O);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tah:ur: 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dal
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Surat Direktur Perencanaan Daerah Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah Nomor :

900.1. 1/0062/SD.V/DIT.I/I/|<EUDA/ 2023 tanggal L6
Januari 2023 Hal: Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun
Anggaran 2023;
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MEMUTUSKAN

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Nabire tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusal ini.
Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nabire wajib melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil
evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur
untuk mendapatkan Nomor Register.

Dalam hai Bupati Nabire Bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daera-h Kabupaten Nabire tidak menindaklanjuti
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Nabire tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 merrjadi Peraturan Daerah dan Peratural
Bupati, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Januari 2023

PJ. GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,
cAP/TrD

RIBKA HALUK

an sesuai dengan linS

Plt. PALA BIR KU

MENASE , SH., M.Si
NIP. 196509 99610 1001

Salinan Keputusan ini /7



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jalarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di

Nabire;
8. Bupati Nabire di Nabire;
9. Ketua DPRD Kab. Nabire di Nabire.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 065 - 8 TAHUN 2023
TANGGAL 17 JANUARI 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL"{NJA DAERAH KABUPATEN

NABIRE TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUANEVALUASI
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentalg APBD Tahun
Anggaran 2O23 dar. Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peratural
Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggarat 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
dengan:
A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umum;
C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM
Berdasarkan Pasal Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera-h sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubalran Kedua atas Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keualgan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat
evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan
Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023, disampaikan kepada gubernur dengan tahapan jadwal
penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:
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Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian
Penetapan / Persetujuan/ Surat

Keterangan

Nomor Tanggal

I 2 3 4

Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)

24 Tal.'un 2022 2l Sep 2022
Belum sesuai
(paling lambat
minggu I bulan
Juli)

Penyampaian Rancangan KUA
dan Rancangan PPAS oleh
Ketua TAPD kepada Kepala
Daerah yang telah direviu oleh
APIP daerah

Belum sesuai
(paling lambat
minggu I bulan
Juli)

Penyampaian Rancangan KUA
dan Rancangan PPAS oleh
Kepala Daerah kepada DPRD

9OOl26t1l2022/SsT

o45 .2 / 2612 I 2022 I SEt
5 Des 2022

Belum sesuai
(paling lambat
minggu Il bulan
Juli)

Kesepakatan antara Kepala
Daerah dan DPRD atas
Rancangan KUA dan
Rancangal PPAS

9O0/36s6/SsT

900/s45/sE"rwAN

9O0/36s7lSET

90o/ 565/ SETWAN

8 Des 2022

Belum sesuai

(paling Iambat
minggu II bulan
Agustus)

Penyampaian Rancangan Perda
tentang APBD oleh Kepala
Daerah kepada DPRD

9OO/3692/SET 12 Des 2022

Belum sesuai
(Paling lambat
Minggu II bulan
September bagi
daerah yang
menerapkan 5
(lima) hari kerja
per minggu atau
paling lambat
Minggu IV bulan
September bagi
daerah yang
menerapkan 6
(enam) hari kerja
per minggu)

Persetujuan bersama DPRD
dan Kepala Daerah

900/s77lSETWAN 29 Des 2O22

Belum sesuai
(Paling lambat 1

(satu) bulan
sebelum
dimulainya
Tahun Anggaran
berkenaan)

Menyampaikan Rancangan
Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD kepada
Gubernur untuk dievaluasi

900/3846/SET 30 Des 2022

Belum sesuai
(Paling lambat 3
(tiga) hari kerja
setelah
persetujuan
bersama)
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penJrusunan APBD TA 2023 tidak
sesuai dengal waltu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam
penyusunan APBD tahun zrnggar€rn berikutnya harus memedomani tahapan
dan jadwal proses penyusunan APBD, sebagaimana maksud butir F.1.a.8).c)
Lampirar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2O23 disampaikan disertai dengan
dokumen sesuai amanat pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentalg Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam
APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk ualg
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuarr
peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar
hukum yang melandasinya, yalg terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran
pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan
tindakan yang berakibat pengeluaran atas bebal APBD jika anggaran untuk
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daera-h dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan
secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang
dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam
rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan
bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya,
APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai keuangan negara, merupalan 1 (satu) kesatuan yalg terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten
Nabire dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkatt dengan
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain
dengan ketentuan:

1 Kebijakan Pendapatan Daerah
a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancalgan Peraturan

Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus
berdasarkan pada perkiraan yalg terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki
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kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (41

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023
meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diakui sebagai penambah ekuitas yzrng merupakan hak daerah dalam
1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 dan butir C.1.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah
Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronihkasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir
C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
cocc

e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah,
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat
sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersa-ngkutan
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba
dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2Ol7 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaral pendapatan Bagian Laba atas
Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat
rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total
penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan
memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat
lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir
C.l.a.2l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tatrun
2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada
BUMD yang kinerjanya belum memadai (performance based), }i.arus
dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar
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laporan keuangan perusahaal dimaksud sebagai salah satu lampiran
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi meialui
inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan
ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire men),usun program
pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah
yalg berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan
wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian
sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tah^un 2022.

b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk
pencapaian Staldar Pelayanan Minimal (SPM), Belanja daerah dapat
dialokasikan untuk pelaksanaan urlrsan pemerintahan wajib yang
tidat terkait dengan pelayanal dasar dan urusan pemerintahan
pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan
pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan
tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar
perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun
Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian
target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah
berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir D.3 dan
butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

d. Penganggaran belalja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus
mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasionai Tahun
2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah
Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah
serta dalam rangka penanganzrn Corona Virus Di,sease 2019 (COVID-
19) darr dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru,
produktif dan aman COVID-l9 di berbagai aspek kehidupan, baik
aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana
dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2O22.


